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ABSIRACT 
fJ1ch mode of transportation mrriers and 1micles with the tips and functions that hare rertain speciftai-
tions are required far the testing of rehicles far rood 1oorthiness criteria to ensure the lerel of fil/ehJ, fmlrity 
and romfart an a public rood. 
For trnnces refemd to the test errn; re/ride leuies in~d leuies Motor Vehicle In~ in aa:ordance 
with the I.aw nu nm 28 of 2009 on I.Deni T nxes mid l.£7. rit's. 
171e pu~ of this stu.dt; to determine the txJfential aaeptance of retribution test motor re11icles and their 
relation to the availabiliti; of public tranqxmation in the citi; of Batam. 111is re&areh methodology descrip-
tire analysis approoch bt; rnlculating leut; rerenue growth associated number of rel1icles that mm1 out the 
obligations and view the relationship betnren W£r dmrges and the avaiUWility of public transportation 
focilities in Batam. 
TI7e results of tl7e stu.dt; shmred tlmt tl1e nunm of public tmnSfXYrintion is relntirely much less tlum public 
tnmspm instead. Number of public transport in 2009 ns many as 5 710 units, not tl?e public tnmspm as 
mud1as15,166 units. For public transportation 11:as dominated bt; Taxi as mam; as 3221 units (5851 %), 
~let 1637 units (29. 74%) 11xis Bus of 641 units (11. 75%). From the aspect of local rerenue, leutj income 
since tlre l_Plr 2003 - 2009 shm~d good progress and p'.)Sifil:e iJnfXld an PAD. To improre the reception 
area, tlre test re/1icles are made to pril.xite re/rides in order to reduIE air pollution le7:els. s~ leutj tariffs 
trucks can re increaEed as a CXJ111fX?l15Cltion e:qm!X? of rood damage due to tlie mdJility of tlJe truck, while 
outside tl7e truck tariffs can re lo11ITed in order to mise mmrmess of motor rehicle testing. · 
Keywords: Lem; Test Vehicle, Transportntion Batnm, Retribution, Public Transportation. 
PENDAHULUAN 
Transportasi mempunyai peranan penting dalam berbagai sendi kehidupan masyarakat, 
kehidupan negara dan bangsa. Mod.a transportasi merupakan sarana di sektor perhubungan 
yang berfungsi untuk memobilisasi barang dan orang dari suatu tempat ke tempat lain. Bentuk 
alattransportasi bisa beraneka ragam mulai dari yang paling sederhana yaitu dari alattranportasi 
tidak bennesin seperti : hewan penunggang. gerobak, sepeda, dan sebagainya sampai dengan 
alat tranportasi bermesin seperti : kendaraan bermotor (rod.a dua atau lebih), kereta api, trem 
lsitrik dan kendaraan bermotor di atas air serta pesawat udara. Alat transportasi clirnaksud 
dikelompokkan dalam tiga mod.a tranportasi yaitu, mod.a transportasi udara, Iaut dan darat 
Ketiga mod.a transportasi tersebut rnasing-masing mempunyai keunggulan sendiri. 
Pesawat terbang merupakan jenis transportasi udara yang memiliki keunggulan dibanding 
mod.a transportasi Iainnya dilihat dari sisi kecepatan sampai tujuan Sedangkan kapal Iaut 
mempunyai keunggulan dapat mengangkut barang dan orang dalam jumlah besar dan 
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moda transportasi ini mempunyai peranan sangat penting dan strategis bagi negara rnaritim 
seperti Indonesia. Sementara transportasi darat merupakan moda yang lebih berperan sebagai 
alat angkut dalam pulau (antar desa, antar kota, bahkan antar propinsi/wilayah) serta alat 
angkut antar moda yaitu sarana penunjang bagi moda transportasi laut dan udara karena 
berfungsi untuk mobilitas barang dan orang dari tempat asal ke bandara/ pelabuhan atau 
sebaliknya dari bandara / pelabuhan ke tempat tujuan. 
Berdasarkan data statistik (BPS, 2009) pertumbuhan moda transportasi secara nasional 
dalam kurun waktu tahun 1987 sampai dengan tahun 2008, didominasi oleh bus dan mobil 
penumpang. Rata-rata pertumbuhan bus sebesar 10,82 persen. Sedangkan rata-rata 
pertumbuhan mobil penumpang 10,48 persen. Angka yang sama tetjadi pada kendaraan 
bermotor roda dua yang rata-rata pertumbuhannya mencapai 10,48 persen. Untuk truk 
relatif lebih rendah rata-rata pertumbuhannya hanya sebesar 8,31 persen. Dengan demikian 
secara nasional, moda transportasi tumbuh relatif lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan 
ekonomi nasional yang rata-rata berada pada level 6 -7 pers~n per tahun. Pada sisi lain 
pertumbuhan jumlah kendaraan yang relatif lebih tinggi dibanding dengan pertumbuhan 
panjang jalan, menandakan bahwa kapasitas jalan yang menampung kendaraan yang 
melakukan mobilitas relatif lebih rendah sehingga berpotensi menimbulkan persoalan di 
jalan raya, apalagi semakin diperkuat dengan kenyataan bahwa kualitas jalan pada berbagai 
tempat relatifberbeda satu dengan lainnya. Di berbagai wilayah, terdapatjalan yang memang 
memiliki kualitas baik namun tidak sedikit terdapat jalan yang merniliki kualitas buruk. 
Terdapat keterkaitan antara kualitas jalan dengan angka kecelakaan yang tetjadi di jalan 
raya. Dengan demikian menjaga kualitas jalan dan mengkontrol kualitas kendaraan yang 
melaju di jalan tersebut menjadi sama pentingnya. 
Kota Batam terletak di pulau Batam berada pada wilayah propinsi Kepulauan·Riau memiliki 
luas wilayah lebih kurang 3.990 Km2, terdiri dari lautan seluas 2.950 Km2 dan daratan 
seluas 1.040 Km2 dengan jum1ah pulau lebih dari 400 pulau. Kota Batarn merupakan kota 
industri dan kota dagang, secara geografis letaknya sangat strategis pada jalur pelayaran 
internasional dengan jarak hanya 12,5 mil laut (20 Km) dari Singapura serta menjadi pintu 
gerbang laulintas wisatawan yang keluar masuk dari dan ke luar negeri melalui Pelabuhan 
laut Sekupang. Pertumbuhan ekonorni Kota Batam senantiasa di atas rata-rata pertumbuhan 
ekonorni nasional, pertumbuhan ekonominya berkembang dengan sangat pesat. Bahkan 
dibanding dengan daerah lain di Indonesia, penduduk Batam mempunyai pendapat per 
kapita cukup tinggi. Pendapatan regional per kapita berdasarkan harga berlaku pada tahun 
2008 mencapai 36,82 juta rupiah dan berdasarkan h e- rga konstan tahun 2000 mencapai 
24,58 juta rupiah (Pemkot Batam, 2009). 
Seiring dengan laju pertumbuhan ekonorni kebutuhar akan moda transportasi darat dari 
tahun ke tahun terus meningkat. Dalam tahun 2008, )ertumbuhan jumlah kendaraan di 
Kota Batam relatif sangat tinggi. Hingga saat ini jumlah kendaraan roda dua mencapai 
157,398 unit dan non roda dua mencapai 44,158 unit. 2 Dengan asumsi perturnbuhan 10 
persen per tahun maka diperk.irakan Kota Batam mtmbutuhkan jaringan jalan dengan 
lebar dan panjang yang lebih banyak lagi. Untuk itu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(DPRD) Kota Batam telah mengusulkan untuk membangun jalan tol guna mengurangi 
kernacetan yang tetjadi pada ruas dalam kota. 
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Keberadaan moda transportasi baik roda dua maupun roda empat atau lebih, disarnping 
memberikan dukungan bagi pergerakan manusia dan barang, juga memberikan pendapatan 
bagi Pemerintah Daerah (Pemda). Pemda rnernperoleh pendapatan, baik sebagai pungutan 
pajak rnaupun dalam bentuk retribusi. Dengan dernikian sektor transportasi tidak saja 
rnemberikan rnanfaat terhadap perekonornian secara keseluruhan namun juga memherikan 
rnanfaat bagi penerirnaan kas daerah. 
Kajian Kebijakan Retribusi 
Kajian ini rnernusatkan perhatian pada dampak kebijakan pengujian kendaraan bermotor 
yang rnuncul sebagai bagian dari kebijakan nasional di sektor transportasi. Kebijakan 
pengujian kendaraan berrnotor rnerupakan upaya pernerintah untuk rnenjaga agar 
kendaraan berrnotor yang digunakan mernberikan darnpak positif terhadap para 
penggunanya, paling tidak pengujian dirnaksud akan rnernbatasi kendaraan yang tidak 
laik jalan beroperasi di jalan umurn. Diharapkan gangguan lalulintas akibat permasalahan 
yang ditirnbulkan oleh kendaraan yang tidak laik jalan, dapat dikurangi sehingga lalulintas 
rnenjadi lancar. Di sisi lain terkait dengan penerapan kebijakan pengujian kendaraan bermotor, 
diharapkan dari kajian ini akan diketahui dampak ekonomi atas irnplementasi kebijakan 
terse but berupa rnanfaatnya bagi penerimaan pernerintah daerah serta darnpak non ekonorni 
berupa ketersediaan jurnlah kendaraan yang laik jalan sehingga rnernberikan rasa arnan di 
jalan bagi pengguna jasa transportasi darat di Kota Batarn. 
Berdasarkan uraian permasalahan tersebut rnaka tujuan kajian ini adalah untuk rnengetahui 
seberapa besar rnanfaat retribusi pengujian kendaraan bermotor ini terhadap penerirnaan 
daerah sebagai darnpak ekonomi serta untuk rnengetahui tingkat kepatuhan rnasyarakat 
pemilik kendaraan bermotor yang rnengoperasikan kendaraannya dijalan urnum, rnelalui 
perkernbangan jurnlah kendaraan yang melakukan uji kendaraan tersebut. 
STUD! PUST AKA 
Pada era otonomi daerah seperti yang diarnanatkan dalarn pasal 14 Undang-Undang Nornor: 
32 Tahun 2004 tentang Pernerintahan Daerah, uji kendaraan berrnotor rnerupakan salah 
satu kewenangan pernerintah pusat yang telah dilirnpahkan kepada pernerintah daerah. 
Disarnping itui rnasih terdapat urusan-urusan wajib yang menjadi tanggungjawab 
pernerintah daerah bahkan pada pasal 15 menyebutkan adanya urusan pilihan yang dapat 
dilaksanakan oleh pernerintah daerah. Secara keseluruhan setidaknya terdapat 26 urusan 
wajib dan 8 urusan pilihan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pernerintah Nomor: 38 
Tahun 2007 tentang Pernbagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pernerintahan 
Daerah Propinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.3 Pasal 2 ayat 4 huruf (g) 
peraturan pemerintah terse but, menjelaskan bahwa bidang perhubungan rnerupakan urusan 
wajib yang rnesti dilaksanakan oleh pernerintah daerah. 
Retribusi Daerah rnenurut Bab 1, pasal 1, butir (64), Undang Undang Republik Indonesia 
nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, adalah Pungutan daerah 
sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ 
atau diberikan oleh Pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Sedang 
jasa seperti yang tercanturn dalarn butir (65), adalah kegiatan Pernerintah Daerah berupa 
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usaha clan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang 
dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. 
Sebagai objek retribusi adalah: (11). Jasa Umum, (b) . Jasa Usaha, dan (3) . Perizinan Tertentu. 
Menurut Pasal 110 undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pengujian 
kendaraan bermotor merupakan bagian dari retribusi jasa umum. 
Pelaksanaan uji kendaraan bermotor dilihat dari aspek kegiatan, dapat dikategorikan dan 
terkait dalarn bidang perhubungan, bidang energi, bidang lingkunganhidup, bidang pekerjaan 
umum dan penataan ruang . Keterkaitan uji kendaraan bermotor dengan bidang 
perhubungan karena kegiatan tersebut menyangkut kelayakan jalan kendaraan yang 
dioperasikan di jalan umum sebagai moda transportasi darat. Sedang keterkaitannya dengan 
bidang lingkungan hidup karena bahan buangan hasil pembakaran kendaraan bermotor 
berdampak terhadap pencemaran udara. Keterkaitannya dengan bidang energi karena 
penggunaan bahan bakar kendaraan yang kurang layak jalan menyebabkan pemakaian 
bahan bakar kendaraan tersebut menjadi boros energi. Sementara keterkaitan dengan bidang 
pekerjaan umum karena kebutuhan/ ketersediaan jalan yang ada harus diesuaikan dengan 
jumlah dan kapasitas kendaraan (tonase) agar ketersediaan kualitas jalan yang memadai 
dapat dipertahankan. Trayek kendaraan juga perlu diatur agar moda transportasi darat ini 
dapat meberikan pelayan yang baik dan nyaman sesuai tataruang perkotaan yang telah 
dipersiap-kan pemerintah daerah Kata Batam. 
Sebagai payung hukum terhadap pe1aksanaan kegiatan uji kendaraan bermotor ini yaitu: (1) . 
Peraturan Pemerintah Nomor: 42 Tahun 199'3 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di 
Jalan, (2). Keputusan Kementerian Perhubungan Nomor: KM-63Tahun1993 tentang Persyaratan 
Ambang Batas Lail< Jalan Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, Karose:ri 
dan Bak Muatan serta Komponen-komponennya dan, (3) Keputusan Menteri Perhubungan 
Nomor KM- 71Tahun1993 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor. Instansi yang 
melaksanakan uji kendaraan bermotor ialah Dinas l.alu Llntas dan Angkutan Jalan 
Studi yang pernah dilakukan mengenai retribusi uji kendaraan bermotor relatif tidak banyak. 
Beberapa studi lebih membahas mengenai retribusi dalam arti yang lebih luas terkait dengan 
potensi dan peluang. Studi tersebut lebih menyoroti masalah retribusi yang lebih bersifat 
menyeluruh sehingga tidak semata-mata memusatkan perhatian pada satu jenis retribusi 
saja. Namun demikian ada beberapa hasil temuan yang dapat dapat disampaikan terkait 
dengan peran dari retribusi yang diterapkan oleh pemerintah daerah. 
Heru Priyo Digdo (2003) dalam tulisannya menyimpuJkan bahwa retribusi daerah bersifat 
elastis karena retribusi daerah relatif peka terhadap Pendapatan Asli Daerah.4 Dengan 
demikian dapat diartikan bahwa retribusi apapun jenisnya yang dilakukan di daerah, 
memegang peran pen ting bagi penerimaan daerah. Oleh sebab itu tidak salah kalau dikatakan 
bahwa retribusi uji kendaraan bermotor yang merupakan bagian penting dalam struktur 
p AD dan memiliki potensi yang cukup baik sebagaimana jenis retribusi lainnya. Menurut 
penulis ada fakta bahwa retribusi uji kendaraan bermotor ~e~ ~o:1~busi t~rhadap 
p AD secara signifikan. Namun demikian retribusi tidak hanya dilihat dan SISI sebagai sumber 
penerimaan saja. Retribusi juga merupakan alat yang ef~ktif untuk ke~ijak3:11 sekto~al. 
Menurutnya hal ini terlihat dari indikator kinerja yang diharapkan dan masmg-masmg 
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sektor tersebut Alasan lain adalah terkait dengan sifat dari retribusi yang berbeda dengan 
pungutan pajak. Retribusi yang dibayar oleh masyarakat merupakan pernbayaran atas jasa 
yangmereka terima. Oleh karena itu masyarakatyangmenikmati jasa tersebut tidak keberatan 
untuk melakukan pembayaran sepanjang memperoleh manfaat atas pungutan tersebut 
Sedangkan Murzani (2002) mengembangkan model kelayakan penerapan suatu retribusi 
di suatu daerah. Menurut Murzani tidak sernua retribusi sebagairnana yang diijinkan dalarn 
peraturan perundang-undangan dapat serta rnerta diterapkan di daerah, Terdapat pungutan 
yang tidak layak untuk diterapkan. Sekalipun tujuannya adalah ekstensifikasi penerirnaan 
namun mengingat potensi pungutan relatif berbeda di antara daerah rnaka dalarn upaya 
rneningkatkan retribusi perlu rnengkaji dari aspek peluang dan harnbatan.5 Terrnasuk 
pungutan yang bersifat lintas sektoral seperti pungutan retribusi kendaraan berrnotor, 
Sedangkan dari aspek lingkungan, kebijakan pungutan retribusi uji kendaraan rnerupakan 
bagian dari upaya pembangunan beiwawasan lingkungan. Menurut Kepala BAPPEDA 
Kota Batarn, adanya laju pertambahan kendaraan berrnotor di Batarn sernakin pesat, akan 
membawa darnpak yang sangat tidak baik bagi lingkungan hidup. Menurutnya sudah 
saatnya standar baku mutu emisi gas buangan diterapkan di Kota Batarn sebagai salah satu 
bagian dari uji kendaraan berrnotor. Terkait pembangunan sarana transportasi beiwawasan 
lingkungan, pada tahun 2008 Walikota Batarn te1ah menanda-tangani kesepakatan dengan 
para pemirnpin kota-kota besar di lingkup ASEAN untuk rnendorong upaya rnendukung 
grand design pembangunan beiwawasan lingkungan di Batam. Selain itu uji ernisi ini juga 
ditujukan untuk rnerninirnalisir ekses yang ditimbulkan dari hasil pernbuangan kendaraan 
berrnotor sehingga para pemilik kendaraan sadar akan pentingnya uji ernisi sebagai kelayakan 
operasional kendaraan berrnotomya. Diharapkan dengan adanya uji ernisi, Batarn benar-
benar bebas dari polusi udara atau setidak-tidaknya pencemaran udara sernakin berkurang. 
Pemerintah Kota Ba tarn menetapkan retribusi uji kendaraan berrnotor dengan alasan bahwa 
retribusi dimaksud rnerupakan salah satu sumber pendapatan penting bagi pernerintah 
daerah dan disamping itu, uji kendaraan berrnotor merupakan instrumen kebijakan sektor 
transportasi yang mernpersyaratkan agar setiap kendaraan berrnotor mempunyai kualifikasi 
laik jalan untuk menjamin keselamatan di jalan. Dengan demikian mobilitas manusia dan 
barang tidak terharnbat dan sekaligus menciptakan rasa arnan bagi para penggunanya. 
Terdapat dua alasan pentingnya penerapan perda retribusi ini. Pertarna terkait dengan 
potensi penerimaan yang dapat dikelola oleh pemerintah daerah. Kedua terkait dengan 
tujuan pemerintah daerah meningkatkan layanan moda transportasi lebih baik kepada 
masyarakat kota Batarn dengan jarninan ketersediaan moda tranportasi, kenyarnanan dan 
keselamatan para penumpang. 
Jenis kendaraan yang dikenakan retribusi uji kendaraan berrnotor ini meliputi mobil bus, 
mobil pengangkut barang (truk, mobil box), kereta gandeng, kereta tempelan, kereta khusus 
dan kendaraan umum/ mobil penumpang umum. Sebagairnana tercantum dalarn Peraturan 
Daerah Nomor: 03 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Berrnotor Di 
Daerah Kota Batam. Perda tersebut memberikan kewenangan bagi pemerintah daerah 
untuk melakukan uji bagi kelayakan kendaraan bermotor agar layak jalan. Dengan adanya 
peraturan ini diharapkan pemerintah daerah mernperoleh pendapatan melalui biaya yang 
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ditetapkan dalam pengujian tersebut (pasal 11) sekaligus menjamin agar mod.a transportasi 
yang digunakan mempunyai kualifikasi layak jalan. 
METODOLOGI ,-
Penelitian ini memusatkan perhatian pada dampak kebijakan pengujian yang tercermin 
dari sisi penerimaan retribusi uji kendaraan bermotor dalam kaitannya sebagai potensi 
penerimaan asli daerah. Sedangkan dampak dari sisi sosialnya tercermin dari terciptanya 
penyelenggaraan moda transportasi yang lebih memberikan jaminan keselamatan, keamanan 
dan kenyamanan dengan berkurangnya polusi yang bersumber dari moda transportasi 
darat. Penelitian ini berlokasi di Kata Batam. Adapun sumber data berasal dari Kantor Dinas 
Pendapatan clan Kantor Dinas Perhubungan Pemerintah Kata Batam sebagai kota yang 
memiliki potensi pertumbuhan ekonomi yang relatif cukup tinggi yang tumbuh sebagai kota 
industri, perdagangan clan pariwisata. 
Data yang digunakan adalah seluruh populasi penerimaan retribusi Kata Batam khususnya 
retribusi uji kendaraan bermotor periode tahun anggaran 2003- 2009. Teknik pengumpulan 
data melalui sortasi dokumen terkait target dan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah 
clan penerimaan retribusi uji kendaraan bermotor, perkembangan jumlah kendaraan, sarana 
jalan clan jembatan, fakta dilapangan kondisi transportasi di kota Batam serta serta 
wawancara dengan berbagai pihak terkait. 
Batasan variabel sebagai definisi pada penelitian ini menyangkut : 
1. Dampak ekonomi adalah akibat yang dihasilkan dari implementasi kebijakan yang 
tercemlin dari besamya Retribusi Uji Kendaraan Bermotor yang diterima Pemda. Adapun 
yang dimaksud dengan Retribusi Uji Kendaraan Bermotor adalah pungutan daerah 
sebagai pembayaran atas jasa pengujian berkala kendaraan bermotor clan jasa pengujian 
tidak berkala kendaraan bermotor ; 
2. Dampak sosial adalah akibat yang ditimbulkan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
adalah pendapatan yang bersumber clan dipungut sendiri oleh Pemerintah Daerah. 
Teknik analisa data statistik mengunakan pendekatan analisis deskriptif dengan melakukan 
perhitungan pertumbuhan penerimaan retribusi dikaitkan dengan banyaknya kendaraan 
bermotor yang melaksanakan kewajiban tersebut. 
DATA DAN HASIL ANALISIS 
Total panjang jalan berdasarkan data tahun 2008 mrncapai 1087,79 km dengan rincian 
jalan katagori baik sepanjang 805,99 km, kondisi sedang sepanjang 148,46 selebihnya 
kondisinya rusak. Sementara pada tahun 2000 panjang jalan baru mencapai 914,32 km 
dengan katagori jalan baik sepanjang 649,39 km dan jalan sedang sepanjang 160,39 km. 
Pertambahan panjang jalan selama 8 tahun mencapai 173,46 Km, atau pertambahan panjang 
jalan rata-rata pertahun sebanyak 21,68 km (Pen'lkot Batam, 2009). Disamping ketersediaan 
jalan, Kata Batam memiliki jembatan yang menghubungkan pulau-pulau terdekat untuk 
mempermudah akses serta mobilitas penduduk clan perekonomian masyarakat seputar Batam 
Infrastruktur jembatan yang telah dibangun seperti yanglercanfuin dalam tabel 1. 








Tabel 1. Daftar InfrasTruktur jembatan di Kota Ba tam yang 
Menghubungkan Pulau Batam dengan Pulau Galang Baru 
Nama Jembatan Panjang Total Tinggi Vertikal Penghubl,lllg Pulau ·, 
Tengku Fisa bilillah 642 mtr 38 mtr P. Batam - P. Tonton 
Naga Singa II 420 mtr 15 mtr P. Tonton - P. Nipah 
Raja Ali Haji 270 mtr 15 mtr P Nipah - P. Setokok 
Sultan Zainal Abidin 365 mtr 16,5 mtr P. Setokok - P. Rempang 
Tuanku Tambusai 385 mtr 31 mtr P. Rempang - P. Galang 
Raja Kecil 180 mtr 9,5 mtr P. Galang - P. Galang Baru 
Sumber: Pemkol Bnlnm, 2009 (diolnh) 
;:' 
Jembatan dan jalan merupakan satu prasarana dalam sistem transportasi. Dengan tersedianya 
infrastruktur jembatan dan jalan yang memadai maka sarana transportasi akan lebih mudah 
clan layanan pemerintah daerah terhadap masyarakatnya akan lebih baik sehingga 
kedepannya perekonomian Kota Batam akan berkembang lebih baik lagi. 
Uji kendaraan bermotor merupakan satu bentuk persyaratan yang diwajibkan bagi para 
pengguna kendaraan, Adapun berdasarkan hasil penelitian di Kota Batam, kendaraan yang 
wajib melakukan uji kendaraan terbagi ke dalam beberapa jenis sebagaimana diatur dalam 
peraturan daerah Kota Batam Nomor: 03 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Pengujian 
Kendaraan Bermotor Di Wilayah Kota Batam. 
Berdasarkan peraturan tersebut maka disusunlah jenis kendaraan yang terkena wajib uji 
kendaraan di Kota Batam. Untuk selanjutnya pada tabel 2, tercantum jenis kendaraan 
bermotor di wilayah Batam yang melakukan wajib uji pada periode tahun 2003 sampai 
dengan bulan Agustus tahun 2009 adalah sebagai berikut: 
Tabel 2. Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji Menurut jenis Kendaraan 
di Kota Ba tam, Periode Tahun 2003 - Agustus 2009 (dalam unit) 
.:~nf~;K¢l)daraa11 ·" 2oP3 2004 2005 2006 200'7 . 2Q08 :: .. i.~oil-F' 
1. Taxi 3.104 3.174 3.199 3.206 3.206 3.220 3.221 
2. Oplet 1.609 1.509 1.549 1.583 1.607 1.634 1.637 
3. Bis 1.884 2.006 2.072 2.159 2.238 2.397 2.475 
-Umum 370 390 435 474 503 599 647 
· Bukan Umum 1.4 72 1.572 1.592 1.640 1.687 1. 74 7 1.777 
· Pem erintah 42 44 45 45 48 51 51 
4. Truk 11.453 11.3 73 11.561 11.690 12 .197 12 .692 13.044 
·Umum 110 120 120 118 120 151 149 
· Bukan Um um 11 .245 11.145 11.331 11.462 11.951 12 .337 12.565 
• Pemerintah 98 108 110 110 126 204 330 
5. Truk Tempela n 3!:10 397 406 641 459 484 499 
·Umu m 59 56 56 58 56 56 56 
• Bukan Um um 331 341 350 579 403 428 438 
· Pemerintah 0 0 0 4 0 0 5 
Sumber : Pn11kot Bntnm, 1009 <dioln/1.) 
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Dari data pada tabel 2 tersebut di atas, tampak OOhwa jenis kendaraan yang melakukan uji kelayakan 
terbanyak h:Tasal dari jenis Truk terutama Truk bukan umum. Istilah Truk bukan umum adalah 
Truk milik perusahaan yang dioperasikan sebagai alat angkut untuk keperluan sendiri rnisalnya: 
Alat angkut hasil industri perusahaan perorangan / swasta dan a tau perusahaan BUMN / BUMD 
dasar plat nornor kendaraan rewana hitam (rnerah untuk kendaraan rnilik pernerintah). Sedang 
katagori kendaraan urnum apabila rnernpunyai plat nornor kendaraan rewarna kuning. 
Jumlah kendaraan yang rnelakukan pengujian kendaraan remotor tersebut di atas, seperti yang 
digambarkan pada Grafik 1. l:ffikut ini, tampak bahwa Truk bukan umum rnenduduki strata 
tertinggi yaitu sesuai data pada buian Agustus tahun '2ffE tercatat sebanyak 12565 unit Dari data 
banyaknya Truk Bukan Urnum tersebut dapat diindikasikan bahwa layanan transportasi yang 
ada di Ba tam saat ini lebih untuk Iayanan kegiatan angkutan barang angkutan bukan urnurn, yaitu 
angkutan barang pribadi, pemsahaan, badan/lernbaga dan angkutan barangproyek pernbangunan 
fisik. Pergerakan tersebut rnencirikan kesibukan Batam sebagai kota, dagang clan industri. 
Urutan ke-dua jurnlah kendaraan yang terkena uji kendaraan M-rnotor, adalah Taxi Data yang 
ada rnenunjukkan bahwa pada periode yang sarna, Taxi di Kota Batam rnencapai 3.221 unit 
Urutan ke-tiga adalah kendaraan Bus bukan urnurn sebanyak 1.777 unit, sedang urutan ke-empat 
adalah opelet jurnlahnya 16..17 unit Disusul dengan Bus umum pada umtan ke-lima jumlahnya 
sebanyak 647 unit Umtan ke-enarn adalah Truk ternpelan bukan urnum sebanyak 438 unit dan 
urutan ke-tujuh adalah Truk Pernerintah sebanyak 330 unit Sernentara Truk umum rnenduduki 
urutan ke-delapan dengan jumlah kendaraan sebanyak 149 unit Selebihnya yaitu Bus milik 
pemerintah, Truk tempelan umum dan Truk tempelanmilik pernerintahmasing-masingjurnlalmya 
kurang dari (i) unit 
1. Aspek Ketersediaan Kendaraan Penumpang Umum 
694 
Dilihat dari sisi ketersediaan angkutan penumpang umum sebagai moda transportasi 
publik ternyata jurnlah angkutan penurnpang umurn yang terdiri dari Taxi, Opelet dan 
Bus urnurn jurnlahnya relatif lebih sedikit dibanding dengan angkutan barang. Tabel 3 
rnenunjukkan bahwa jurnlah kendaraan angkutan penurnpang yang melakukan uji 
kendaraan bermotor pada tahun 2009 sebanyak 7.333 unit yang terdiri dari Taxi 3.221 
unit, Oplet 1.637 unit dan Bus 2.475 unit. Sementar;i. angkutan barang yang terdiri dari 
Truk dan Truk Tempelan, berjurnlah 13.543 unit yang terdiri dari Truk sebanyak 13.044 
unit dan Truk Ternpelan sebanyak 499 unit. 
Tabel 3. Perkembangan Jumlah Angkutan Pe! umpang dan Angkutan 
Tahun 2003 - 2009 (dalam satuan un it kendaraan) 
Jenis Kend. Penumpan~O 200 200 200 ,po 20(8 200 
1. 3 104 3,1 4 3,199 3,206 3,2'. 6 3 R20 3,2,~ 
!.axi 1609 1 ,~ 9 1,549 1,583 1,6 ,7 1P34 1,6' 
~let 188 2,01 2,07 2,15 2,238 2,397 2,475 
Bis Sub Total 6,597 6,689 6,820 6,948 7,051 7,251 7,333 
Jenis Kend. Angkutan Barang 2003 2004 2005 "-006 2007 2008 2009 
4. Truk 11,453 11,373 11,561 t l ,690 12,197 12,692 13,044 
5. Truk Tempelan 390 397 406 641 459 484 499 
Sub Total 11,843 11,77C 11,967 12,331 12,656 13,176 13,543 
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Perbandingan ketersediaan jumlah angkutan urnurn dan bukan umum seperti pada 
tabel 4, jumlah mobil angkutan barang jauh di atas jurnlah angkutan penurnpang. Rata-
rata dalam periode 2003-2009 rationya sebesar 38,93 persen. Hal tersebut dapat cliartikan 
aktifitas transportasi lebih didominasi mobilitas barang dibanding orang. 
Tabel 4. Perkembangan Jumlah Angkutan Penumpang dan Angkutan 
Tahun 2003 - 2009 (dalam satuan unit kendaraan) 
Jenis Kend. Penumpan~003 2004 2{)I 5 2006 2007 2 08 2009 
1. Taxi 3,104 3,174 3~99 3,2()j 3,206 J,220 3.2 1 
2 ()p!et 1,609 1,509 11549 1,58 1,60 ~ . 63 1,6 
3. Bis 1,88 2,006 2p72 2,15' 7 7 2,238 2,397 2,475 
Sub Total 4 6,597 • 6,689 6,820 6,948 7,051 7,251 7,333 
Jenis Kend. Angkutan Barang 2003 2004 2005 2006 W07 2008 2009 
4. Truk 11,453 11,373 11,561 11,690 12,197 12,692 13,044 
5. Truk Tempelan 390 397 406 641 459 484 499 
Sub Total 11 ,843 JJ ,770 11 ,967 12,331 12,656 13,176 13,543 
TOtai 18,440 18,459 18,787 19,279 19,707 20,427 20,876 
Sumber : Pe111eri111nl1 0111!ml1 Kotn Bnl11111, 2009 {dw/nil) 
Fakta lain juga ditunjukkan dari jumlah bus urnurn yang melakukan uji kendaraan 
sejak tahun 2003 relati.f kecil hanya 370 unit Pada tahun 2009 telah terjadi peningkatan 
menjadi 647 unit Dari data tersebut menunjukkan bahwa walaupun terjadi peningkatan 
jurn1ah bus urnllll1, namun bila dibanding dengan sarana transportasi lain seperti opelet 
dan Taxi maka penggunaan bus-bus umum sebagai alat transportasi masal masih 
belurn optimal. Sedangkan untuk jenis moda transportasi lain, yaitu Truk tempelen 
merupakan salah satu moda transportasi yang melakukan uji kendaraan bermotor 
jumlahnya relati.f kecil. 
Selanjutnya dilihat dari aspek ketersediaan angkutan umum yang terdiri dari Taxi, Opelet 
dan Bus Umurn seperti yang digambarkan pada gambar 1 berikut ini, tampak bahwa 
dari seluruh jenis angkutan penurnpang urnum yang berada di Batam temyata 58,51 
persen didominasi Taxi, sementara hanya 29,74 persen dikuasai oleh Opelet dan Bus 
umurn menduduki peringkat ke-tiga jumlah kendaraan angkutan penumpang UIDlllil, 
yaitu sebesar 11, 75 persen. Keberadaan jumlah Opelet dan Bus Umum jauh di bawah 
Taxi dapat mengganggu mobilitas masyarakat Batam apalagi fakta dilapangan 
menunjukkan bahwa sangat sulit untuk memperoleh angkutan penumpang umum 
sebagai contoh untuk transportasi dari pusatperkantoran ke pusatperbelanjaan di Nagoya 
maupun ke sentra ekonomi lainya sulit dilakukan dengan rnoda transportasi lain kecuali 
menggunakan Taxi. Sernentara penentuan tarif Taxi tidak berdasarkan argorneter narnun 
melalui kesepakatan hasil tawar menawar. Hal ini akan mengurangi tingkat nyaman 
terutarna bagi turis karena Batam berdampingan dengan Singapura dan para turis akan 
segera dapat rnernbandingkan peran pernerintah Batam dalam melakukan kontrol 
terhadap pelaksanaan transportasi publik. 
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Ketersediaan kendaraan angkutan penumpang juga lebih sedikit dibanding kendaraan 
angkutan barang, hal tersebut dapat dipahami mengingat Batam sebagai kota dagang 
dan industri lebih mengekpresikan kegiatan pada lalu-lintas barang. Namun dari sisi 
pembangunan perekonomian ketika pemerintah daerah Kota Batam mencanangkan 
Batam menjadi daerah wisata, karena letak geografis berdekatan dengan Singapura 
serta memiliki banyak pulau-pulau kecil dimana hasil lautnya dapat dijadikan industri 
makanan sebagai obyek wisata kuliner, keberadaan transportasi umum menjadi sangat 
penting dan strategis. 
Namun di sisi lain dengan rnelihat perbandingan antara jurnlah opelet dengan Bus Bukan 
Umum yang jurnlahnya mencapai 1.777 unit atau 8,5 persen lebih banyak dibanding 
opelet, dapat diartikan bahwa mobilitas orang lebih banyak dilakukan oleh kendaraan 
bukan umum Hal ini dapat diasumsikan bahwa kegiatan mobilitas masyarakat lebih 
didominasi oleh kegiatan dengan menggunakan Bus B~ Umum dimana kendaraan 
terse but adalah milik perorangan/ pribadi, perusahaan sektor industri dan perdagangan 
dan penggunaanya tidak dipungut bayaran. Atau dengan kata lain dapat dikatakan 
bahwa mereka yang dalam menjalankan aktifitas kegiatannya menggunakan kendaraan 
angkutan Bus Bukan Umum, mereka adalah buruh / karyawan perusahaan. Dilihat 
dari jurnlah kendaraan tersebut patut diduga bahwa sebagian besar penduduk Batam 
adalah karyawan perusahaan. Hal tersebut ditunjang dengan data jurnlah kendaraan 
angkutan barang bukan umum periode Agustus 2009 jurnlahnya mencapai 12.565 unit 
kendaraan dan menduduki peringkat teratas dari seluruh kendaraan yang terkena wajib 







•Bus Umum 11,75 % 
3221 Iii Oplet 29,74 % 
\"-----' 
o Taxi 58,51 % 
Gambar 1. Ratio Perbandingan Moda Angkutan Penumpang Umum 
di Batam, Tahun 2009 
Apabila dilihat dari sisi kegiatan pembangunan fisik dan infrasbuktur di Kota Batam, 
kondisi ketersediaan kendaraan umum lebih sedikit di.banding kendaraan bukan umum 
serta secara keseluruhan sebagai kota perdagangan, pariwisata dan industri, pemerintah 
daerah Kota Batam nampaknya belum memperhatikan moda transportasi publik 
angkutan penumpang umum baik bagi masyarakatnya maupun kesiapan ketika Batam 
akan menjadi kota tujuan wisata. 
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Gambar 2 berikut ini, menunjukkan perbandingan seluruh jumlah kendaraan yang 
terkena Pengujian Kendaraan Be1motor baik kendaraan umum maupun bukan umum, 
kendaraan pengangkut barang maupun orang serta kendaraan lain rnilik pemerintah, 
perorangan maupun perusahaan Keberadaan Truk Bukan Umum dengan ratio jumlah 
kendaran sebesar 34,05 persen dari total kendaraan yang terkena wajib uji, pati.:~ diduga 
kendaraan tersebut telah memberi kontribusi terbesar bagi kerusakan jalan, rnengingat 
kendaraan tersebut pada urnurnnya berukuran besar dengan berat kendaraan rnencapai 
5 Ton atau lebih. Apalagi jumlahnya cukup banyak rnencapai 12.565 unit. 
Truk Bkn Umum 
Taxi 
Bus Bkn Umum 
Op let 
Bus Umum 
Truk Tempelan Bkn Umum 
Truk Pemerintah 
Truk Umum 
Truk Tempelan Umum 
Bus Pemerintah 
Truk Tempelan Pemerintah 
Tahun 2009 
l. 000 2 .000 3 .0004 .000 5 .00 0 6 .000 7 .000 S .0009.00010 .00Q1.00Q2.00Q3.000 
Gambar 2. Grafik Urutan Jumlah Kendaraan yang Melakukan Pengujian 
Kendaraan Bermotor di Kota Batam, Tahun 2009 
2. Aspek Penerirnaan Retribusi Sebagai Dampak Ekonomi Dari Penerapan Kebijakan 
Pengujian Kendaraan Bermotor 
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor rnempakan objek retribusi yang dikenakan 
atas jasa urnum. Undang -Undang Nornor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah pasal 110 ayat (2) secara tegas menyatakan bahwa " Jasa Retribusi 
sebagaimana dinuzksud padn m;at (1 ) dapat tidnk dipungut apabila -potensi penerimaannya kecil 
danjatau atas kebijakan nasionaf/daerah untuk memberikan pelm;anan tersebut secara cuma-
cuma." Bunyi undang-undang tersebut jelas rnemberikan makna bahwa tidak semua 
kegiatan pengujian dan/ a tau perijinan dapat dikenakan retribusi apabila potensi 
penerimaannya relatif rendah dan cenderung tidak berkembang. 
Penerirnaan retribusi pengujian kendaraan berrnotor di Kota Batam, apabila 
dibandingkan dengan total penerimaan dari seluruh retribusi daerah tampak kecil, ra-
tion rata-rata selama 6 tahun (periode tahun 2003 sarnpai 2009) hanya sebesar 6,4 persen. 
Na.mun apabila dilihat secara nominal sebagaimana ditampilkan pada tabel 5 di bawah 
ini, tampak bahwa penerimaan retribusi untuk pengujian kendaraan bermotor bisa 
rnencapai 1,7 milyar rupiah dan jumlah terse but cukup berarti bagi pembangunan daerah 
Ba tarn. 
Berdasarkan data pengamatan tahun 2003, target retribusi pengujian kendaraan bermotor 
ditetapkan sebesar 800 juta rupiah temyata realisasinya mencapai 1,09 rniliar rupiah 
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berarti terjadi perungkatan sebesar 36,3 persen Begitu pula pada tahun tahun berikutnya 
seperti pada tahun 2004 realisasinya mencapai 1,22 milyar rupiah sementara target yang 
ditetapkan hanya sebesar 1,00 milyar rupiah kenaikarumya sebesar 21,6 persen Tahun 
2005 realisasi sebesar 1,34 milyar rupiah, target yang ditetapkan sebesar 1,10 milyar 
rupiah, pencapaian realisasi lebih dari 22,2 persen. Pada tahun 2006 target yang ditetapkan 
sebesar 1,12 milyar rupiah dan realisasinya mencapai 1,29 milyar rupiah, pencapaiannya 
15,3 persen di atas target. Tahun 2007 realisasi mencapai 1,38 milyar rupiah dari target 
sebesar 1,2 milyar rupiah, pencapaian target lebih dari 15,1 persen. Berbeda dengan 
tahun sebelumnya maka tahun 2008 justru penerimaan dari retribusi ini tidak memenuhi 
target yang ditetapkan sebesar 1,56 milyar rupiah. Realisasi pada tahun 2008 hanya 
sebesar 1,33milyarturun14,9 persen. Namun pada tahun 2009 kembali realisasi sebesar 
1,7 milyar rupiah melampaui target yang d.itetapkan sebesar 1,6 milyar. Pencapaiannya 
6,25 persen, di atas target. 
i 
Melihat dari perkembangan dan pola penerimaan retribusi tersebut, terdapat 
kecenderungan potensi penerimaan meningkat dari tahun ke tahun Hampir seluruh 
target penerimaan, realisasinya dapat tercapai bahkan rata-rata melebihi target yang 
ditetapkan. 
Tabel 5. Perkembangan PAD, Retribusi dan Retribusi Pengujian Kendaraan 
di Kota Batam, Periode Tahun 2003 - 2009 (dalm111uilyar rupiah) 
TAH . PENERIMAAN DA ERAH PAD Rettibusi Daera ll Retri~usj{Jii K ,,, tar2et Realisasi Tar2et Realisasi Tar2et R:ealisasi T~r.1tet ';Reiiisas 
B 
_1___®_ __ __ 369 .S'L _ - - 124.31_ __ - _;!0.1!5 56..38 _ _18~7 - . _20..8_2_ _ - _Q,fill _ _ 1.0L 
_ 2_004 _ 381.17 408.39 59.55 63.34 15.63 16.66 1.00 1.22 
2005 356.10 418.71 60.05 67.38 ; 16.71 18.58 1.10 1.34 
2006 623.06 I 187.43 81 .80 I 94.68 ; 18.97 20.47 1.12 1.29 
2007 957.15 I 940.22 111.08 ' 108.18 : 21.63 19.75 1.20 1.38 
2008 883.02 : 995.50 ! 134.61 i 140.70 : 23 .81 24.20 1.56 1.33 
2009 1,141.07 I 2,012.37 I 151.12 I 1s9.48 I 18.90 26.35 1.60 1.70 I . - - . ···- . 
Sumber : Oispenda Kotn Bntam, 2010 (diolnh). 
Dari keberhasilan pencapaian target yang telah ditentukan terse but di atas, maka apabila 
dikaitkan dengan tingkat kepatuhan dan kesadaran masyarakat terhadap kewajiban 
pernbayaran retribusi, dapat diartikan bahwa masyarakat Batam masuk dalam katagori 
patuh untuk melakukan pengujian kendaraannya agar memenuhi tingkat kelaikan jalan 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Dari hasil analisis tersebut di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut : 
1. Dari aspek ketersediaan angkutan penumpang umum, jumlah kendaraan angkutan 
umum relatif lebih sedik.it dibanding kendaraan angkutan bukan umum. Jumlah 
kendaraan umum tahun 2009 sebanyak 5710 unit sementara jumlah kendaraan bukan 
umum sebanyak 15.166 unit Dari sejumlah kendaraan angkutan penumpang umum 
tersebut temyata jumlah terbesar berada pada Kendaraan Taxi, yaitu 3.221 unit (58,51 %), 
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sementara Opelet hanya 1.637 unit ( 29,7 4 % ) sedang Bus Umum hanya sebesar 647 unit 
(11,75 %). Dari situ bahwa penggunaan Bus Umtun sebagai sarana transportasi tunum 
belum optimal; 
2. Dampak ekonomi yang tercipta dari penerapan kebijakan pengujian kendaraaJ1 bennotor 
tercermin dari adanya penerimaan retribusi yang dikelola oleh Pemda Kota Batam. 
Penerimaan retribusi ini cenderung terus meningkat yang mengindikasikan adanya 
potensi yang relatif cukup besar. Berdasarkan tahun pengamatan 2003 sampai dengan 
2009, realisasi penerimaan retribusi senantiasa diatas target. Hal ini telah sesuai dengan 
Undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
bahwa pungutan tersebut masih bisa dilanjutkan dan berdampak positif terhadap 
Penerimaan Asli Daerah ; 
3. Melihat dari perkembangan realisasi penerimaan dari retribusi pengujian kendaraan 
bermotor dalam enam tahun terakh.ir, dapat diindikasikan bahwa masyarakat Batam 
mempunyai tingkat kepatuhan dan kesadaran yang tinggi untuk melakukan uji 
kendaraan. Dari sisi penerimaan daerah hal tersebut akan berdampak positif terhadap 
target penerimaan tahun mendatang. 
4. Melihat dari jumlahnya, Taxi merupakan kendaraan angkutan pentunpang yang cukup 
diandalkan Namun layanannya jauh dari memadai mengingat tarif yang dikenakan 
tidak menggunakan tarif standar menggunakan argometer tetapi melalui proses tawar-
menawar. Ini menunjukkan bahwa peran pemerintah masih kurang dalam mengawasi 
dalam mengawasi pelaksanaan layanan tranportasi publik. Hal tersebut akan membawa 
citra buruk bagi pemerintah daerah kota Batam; 
5. Jumlah kendaraan Truk Bukan Umum mencapai 1256.5 unit atau sebesar 34,05 persen 
patut diduga telah memberikan kontribusi terbesar bagi kerusakan jalan yang pada 
gilirannya akan menjadi beban belanja APBD Kota Batam ; 
6. Dari sisi fungsi mobilitas manusia dan barang, ketersediaan angkutan orang sebanyak 
7.333 unit, lebih sedikit dari pada angkutan barang yang jumlahnya mencapai 13.543 
unit Hal tersebut menunjukkan bahwa aktifitas didominasi pergerakan barang publik ; 
B. Rekomendasi 
Dari hasil penelitian dan berdasarkan kesimpulan maka dapat direkomendasikan beberapa 
hal sebagai berikut : 
1. Dari aspek ketersediaan sarana angkutan pentunpang umum, pemerintah daerah Kota 
Batarn perlu melakukan evaluasi serta rnemaksimalkan pengawasan terhadap 
pemberlakuan standarisasi tarif Taxi sebagai angkutan umtun serta rnenyediakan moda 
transpotasi angkutan pentunpang urnum lainnya yang dapat memenuhi kebutuhan 
masyarakat, yaitu murah, aman dan mudah di dapat ; 
2. Dalam upaya untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya pengujian kendaraan 
demi meningkatkan keselamatan berkendara di jalan umum, maka Pernda Kota Batam 
perlu memberikan keringanan biaya uji kendaraan bermotor dengan pengenaan biaya/ 
tarif pungutan retribusi yang relatif lebih murah agar semakin banyak kendaraan yang 
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bersedia melakukan uji kelayakan. Sedangkan untuk mencegah tetjadinya penurunan 
penerirnaan retribusi maka Pemda dapat menerapkan denda yang lebih tinggi atas 
ketidakpatuhan para pemilik kendaraan bermotor, karena denda akan rnendorong 
pertumbuhan penerimaan sekaligus meningkatkan kepatuhan para pernilik kendaraan ; 
3. Dilain pihak terhadap kendaraan Truk dan Truk Tempelan Bukan Urnurn yangjurnlah 
banyak dan rata-rata rnemiliki tonase cukup tinggi, karni menyarankan terhadap 
kendaraan tersebut dapat dinaikan tarif pungutannya. Hal tersebut dilakukan untuk 
mengantisipasi peningkatan kebutuhan belanja modal/ infrastruktur jalan sebagai akibat 
adanya kerusakan oleh kendaraan berat ta.di ; 
4. Kebijakan uji kendaraan berrnotor perlu ditingkatkan pada jenis kendaraan non moda 
transportasi urnurn, seperti kendaraan pribadi. Hal ini mengingat perkembangan vol-
ume kendaraan di jalan raya semakin di dominasi kendaraan pribadi yang berpotensi 
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